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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Evaluasi Penerapan Standar  

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual PP No.71 tahun 2010 Dalam 

penyajian  laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, seperti 

dibahas dalam bab  sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan  data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh 

dari Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kupang, bahwasanya secara garis besar, penyajian Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2021 telah diterapkan dengan baik 

dan disajikan sesuai dengan persyaratan kelengkapan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.  

2. Pemerintah Kabupaten Kupang telah menyajikan 7 (tujuh) komponen 

laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada 

pemerintah Kabupaten Kupang mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). 

3. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

Kabupaten Kupang untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sesuai dengan 
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Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dimana penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan dianut 

dengan sistem basis kas (cash basic) dan untuk aset, kewajiban dan 

ekuitas dianut dengan sistem basis akrual (accrual basic). 

4. Dalam penyusunan Laporan Keuangannya peneliti, menemukan terdapat 

Hambatan/kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kupang yaitu, 

kurangnya Pemahaman Sumber Daya Manusia dalam penyusunan laporan 

keuangannya, penguasaan atas aplikasi Sistem Informasi Pengelola 

Keuangan Daerah belum secara penuh dipahami,  permasalahan mengenai 

Pengelolaan aset tetap. Hambatan tersebut menyebabkan laporan 

keuangan pada tahun anggaran 2021 mengalami keterlambatan dan 

mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan  diatas maka penulis menyarankan: 

1. Untuk Tahun Anggaran berikutnya hendaknya Pemerintah Kabupaten 

Kupang dalam penyusunan laporan keuangannya harus tetap 

mempertahankan dan mengikuti Peraturan Pemerintah yang sudah 

diterapkan yaitu PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual. Serta  harus terus ditingkatkan lagi supaya 

terus tercipta tata kelola pemerintah yang baik terutama dalam penyajian 

laporan keuangan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan agar 

dalam pemeriksaan serta pengawasan dapat berjalan dengan baik. 
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2. Pemerintah  Kabupaten Kupang  diharapkan dapat meningkatan sumber 

daya manusia serta harus lebih memahami secara menyeluruh tentang 

kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi, agar tidak muncul masalah 

pada saat penerapannya, Khususnya dalam bidang akuntansi dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan secara rutin mengenai 

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual guna meningkatkan 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan mengenai aset tetap, 

Kabupaten Kupang diharapkan dapat melakukan penatausahaan aset tetap 

dengan baik dan sesuai aturan agar pengelolaan aset daerah berjalan 

dengan baik dan bisa mempengaruhi penilaian dari Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa 

kurang detailnya data wawancara. Cakupan fokus penelitian juga masih 

kecil yaitu tentang pengakuan secara akrual pos-pos di laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021. Untuk penelitian 

selanjutnya, diusulkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dan 

cakupan fokus penelitian dengan tahun anggaran laporan keuangan yang 

lebih banyak serta menggunakan metode penelitian yang baru dan juga 

peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya juga melakukan penelitian 

mengenai pengelolaan aset tetap dalam Penerapan Standar akuntansi 

Pemerintah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. 
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